BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk
Inspektorat Kabupaten Landak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016, disebutkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Landak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari



10.

11.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Instruksi Presiden Nomor S5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Menetapkan

Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.
11.
12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.

Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
badan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Landak.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Landak merupakan
Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Inspektorat Kabupaten Landak adalah unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang
tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian
masing-masing.

Inspektur Wilayah Pembantu disingkat IRBAN adalah Aparat pengawas
membantu inspektur dalam melakukan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan.

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar
pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah yang
selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Auditor adalah Jabatan yang mempunyai Ruang Lingkup, Tugas,
Tanggung Jawab dan Wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern
pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan /atau pihak lain yang
didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang
berwenang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang
tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian
masing-masing.

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis
Fungsional Bidang Pengawasan di Lingkungan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah.

Staf adalah seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Landak baik yang
bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Inspektur yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.



BAB III
TUGAS, FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Landak merupakan unsur pengawas penyelenggara
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Landak,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Inspektorat Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

b.

(1)

(2)

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Landak terdiri dari :
a. Inspektur;

=

Sekretariat;

c Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f.  Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Landak
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Inspektur

Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan
melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di Bidang Pengawasan serta
pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bidang
Pengawasan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan;
penetapan program dan kegiatan di Bidang Pengawasan,;

c. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pengawasan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. pengendalian kegiatan di Bidang Pengawasan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,;

e. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan
berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;

f. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di Bidang Pengawasan;

g. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang
Pengawasan; dan

h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang
Pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan
pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di
lingkungan Inspektorat Kabupaten.



Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1)

@)

(1)

(2)

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program
kerja pengawasan;

penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan
rumah tangga.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
membawabhi :

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,
menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Perencanaan,;

b. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan
dan fasilitasi;

c. penyusunan anggaran Inspektorat;

d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan;

®

penyiapan Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
f.  melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugasnya.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 12

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan
laporan hasil pengawasan aparat fungsional dan melakukan
administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan
pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan;

b. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

pengadministrasian laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;

penyusunan statistik hasil pengawasan;

penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugasnya.

Rt a0

Pasal 13

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ melaksanakan dan mengkoordinasikan
penyiapan pelayanan teknis, administrasi barang dan aset,
administrasi rumah tangga dan protokoler, administrasi keuangan,
penataan organisasi dan tatalaksana dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan
kearsipan,;

b. melakukan Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian,
analisis pelaporan;

c. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai;

d. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan aset, rumah
tangga, keamanan dan kebersihan;

e. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan
protokol;

f.  melakukan pengelolaan urusan keuangan; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan tugasnya.



1)

(2)

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
hurufc, d, e, dan f dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
Kabupaten

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan, urusan pemerintahan daerah dan kasus
pengaduan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

perumusan kebijakan tehnis di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
pengusulan program pengawasan di wilayah;
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
dan

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan
fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan
formasi melalui analisis jabatan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf g membawahi :
a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN)

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.

Pasal 18

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu
dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai fungsi dalam
melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi,
reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi,
sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian
dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk :

a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan
oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;

b. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang
milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata
usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti , rekening koran,
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan
penugasan pengawasan;

c. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan
dalam penugasan pengawasan;

d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan
pejabat instansi yang diawasi; dan

e. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

Pasal 19

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah (P2UPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu dalam
melaksanakan pengawasan atas daerah di luar pengawasan keuangan.



(2)

(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah (P2UPD) yang meliputi :

Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;

o p

Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Pengawasan untuk tujuan tertentu; dan

moe oo 0

Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di
daerah.

Pasal 20

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu
Inspektur dalam melaksanakan pengawasan kegiatan wasdalpeg, pada
instansi pemerintah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN) mempunyai
fungsi dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi
proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan
tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan Bidang Kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler,
reviu dan integrasi. Auditor Kepegawaian berwewenang :

a. Meminta keterangan atau dokumen/bahan/data serta informasi
dari pejabat yang berwewenang;

b. Menetapkan jenis keterangan atau dokumen/bahan/data yang
terkait dengan objek wasdalpeg;

c. Mengamankan dokumen/bahan/data yang terkait dengan objek
wasdalpeg;

d. Memeriksa dan meneliti secara fisik setiap keterangan atau
dokumen/bahan/data yang berada dalam pengadministrasian
kepegawaian; dan

e. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang dalam lingkup wasdalpeg.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 21

Jabatan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Landak terdiri atas :

a. Inspektur Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IIb.

b. Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan
struktural eselon Illa.

c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
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BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Inspektur Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi
jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan
pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang
meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan,
pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.

Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan
jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh
unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

Inspektur Pembantu Wilayah dan Jabatan Fungsional diutamakan
dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang
pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki
pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa
jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat disusun
berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan
jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang
tersedia.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan
struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Inspektorat Kabupaten
Landak wajib melaksanakan tugas memimpin, membina,
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta
memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
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Inspektur Kabupaten dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan
Inspektorat Kabupaten Landak wajib melaksanakan fungsi
pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian
masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua

Laporan
Pasal 23

Inspektur Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

Inspektur Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil program
pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Inspektur Kabupaten wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat wajib
mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-
waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan
kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima
dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan
laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Inspektur
Kabupaten guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pelaksanaan  program  berdasarkan tugas  desentralisasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD)
Kabupaten Landak.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga
wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

(1) Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik
dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan
organisasi Inspektorat yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi
Inspektorat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis
operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab
di bidang organisasi.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi
Inspektorat, Bupati melalui unit kerja yang bertanggungjawab di
bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk
teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi serta monitoring dan
evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Inspektorat
Kabupaten Landak tetap melaksanakan tugas pada Inspektorat
Kabupaten Landak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
nomor S5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Landak sampai ditetapkannya pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Landak nomor 29 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati
Landak nomor 24 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, struktur
organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Landak segala
ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Desember 2016
UPATI LANDAK,
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Diundangkan di Ngabang

pada tanggal 20 Desember 2016
) ERAH KABUPATEN LANDAK,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 414



